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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Trandliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu
ke abjad yang lain. Trandliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf
Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan
Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan huruf. Dalam tranditerasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf
dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan
dengan huruf dan tanda sekaligus.
Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf

latin:
Tabel 0.1: Tabel Tranditerasi Konsonan
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
i Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
Ba B Be
-
. Ta T Te
o
- Sa $ es (dengan titik di atas)
Jim J Je
C
c Ha h ha (dengan titik di bawah)
) Kha Kh kadan ha
C
5 Da D De
3 Zal z Zet (dengan titik di atas)
Ra R er
)




3 Zai Z zet

o Sin S es

P Syin Sy esdanye
” Sad S es (dengan titik di bawah)
P Dad d de (dengan titik di bawah)
5 Ta t te (dengan titik di bawah)
1 Za z zet (dengan titik di bawah)
¢ an i komaterbalik (di atas)

. Gan G ge

C

é Qaf Q Ki

s Kaf K ka

J Lam L e

. Mim M em

R Nun N en

5 Wau W we

A Ha H ha

. Hamzah ‘ apostrof

&< Ya Y ye

B. Vokal

Voka bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
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1. Vokal Tunggal
Voka tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau

harakat, trandliterasinya sebagai berikut:

Tabe 0.2: Tabel Tranditerasi Voka Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
- Fathah A a
_ Kasrah I [
> Dammah U u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang |lambangnya berupa gabungan antara

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabd Tranditerasi Voka Rangkap

Huruf Arab

Nama

Huruf Latin

Nama

T

Fathah dan ya

Ai

adanu

G b

Fathah dan wau

Au

adanu

Contoh:

1
\ \ \ . \
. v e \
: o o N 3\
\ \

_d}_,_

C. Maddah

kataba

fa'ala

suila

kaifa

haula

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,

trandliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:
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Tabdl 0.4; Tabea Tranditerasi Maddah

Huruf Arab Nama Huruf Nama
Latin
e Fathah dan alif atau A adan garis di atas
ya
S Kasrah dan ya 1 i dan garis di atas
s Dammah dan wau U u dan garis di atas
Contoh:
- Jb gala
- 6‘) rama
- JJ gila
- Jyu yaqlu

D. Ta’ Marbutah
Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu:
1. Ta’ marbutah hidup
Ta’ marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan
dammah, transliterasinya adalah “t”.
2. Ta’ marbutah'mati
Ta’ marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, trangliterasinya
adalah “h”.
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah,
maka ta’ marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.
Contoh:

- JL&LE&\ wb raudah al-atfal/raudahtul atfal

A, _-80 SR.0 o0

- §ysall 2ya)l al-madinah al-munawwarah/al-madinatul munawwarah
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- il talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan
sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf,
yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- J5  nazala
- W al-birr

F. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu
namun dalam trangdliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:
1. Katasandang yang diikuti huruf syamsiyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditrandliterasikan
sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang
langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf gamariyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyah ditrandliterasikan
dengan sesual dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai
dengan bunyinya
Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun gamariyah, kata sandang ditulis
terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.
Contoh:

22

- U= arrajulu
- V'L"J‘ al-galamu
- M\ asy-syamsu

L al-jalaly



G. Hamzah
Hamzah ditrangliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi
hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang
terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.
Contoh:

}}2/

- JA=U  ta’khuzu
- x> Syai’un
- ;;5\ an-nau’u

- 0l inna

H. Penulisan Kata
Pada dasarnya setiep kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya
kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan,
maka _penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang

mengikutinya.

Contoh:

- g@\jﬂ g h 31 9 Wa innallaha fahuwa khair ar-raziqin/
Wa innallaha lahuwa khairurrazigin

- bles gl f&\ - Bismillahi majreha wa mursaha

-

I. Huruf Kapital
Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam
tranditerasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital
seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan

untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana



nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf
kapital tetap huruf awal namadiri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.
Contoh:

-

C ol O A L Alhamdu lillahi rabbi al-‘alamin/

Alhamdu lillahi rabbil ‘alamin

- V"'JM J@J* Ar-rahmanir rahim/Ar-rahman ar-rahim

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam
tulisan Arabnya memang |engkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan
dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf
kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- Rj ik dil Allaahu gafarun rahim

- \wa BRI Lillahil umuru jami*an/Lillahil-amru jami‘an
. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman
trandliteras ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan [Imu Tajwid.
Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman

tajwid.
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ABSTRAK

Putri Meilida Mahdia (10222073), 2026 Pelaksanaan Akad Murabahah di
KSPPS BTM Pekalongan Kantor Cabang Talun dalam Perspektif Fatwa
DSN-MUI NO.04/DSN-M UI/1V/2000.
Dosen Pembimbing: Tarmidzi, M.S.I

Pelaksanaan pembiayaan murabahah mash menghadapi berbagal
permasal ahan, terutama yang berkaitan dengan murabahah murni dan murabahah
bil wakal ah. Permasalahan muncul dalam penerapan murabahah bil wakalah ketika
akad murabahah dilaksanakan sebelum barang secara prinsip menjadi milik
KSPPS. Kondis tersebut menimbulkan persoalan mengenal kesesuaian
pel aksanaan akad dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/1'V/2000 tentang
Murabahah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Fatwa DSN-
MUl Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 dalam - pembiayaan murabahah serta
kesesuaian Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah
terhadap para pihak dalam pembiayaan murabahah.

Penelitian ini- merupakan penelitian hukum  empiris dengan pendekatan
kualitatif. Sumber datayang digunakan meliputi data primer yang diperoleh melalui
wawancara dengan pihak KSPPS dan anggota pembiayaan, serta data sekunder
berupa buku, jurnal, peraturan hukum, dan dokumen terkait. Teknik pengumpulan
data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang
diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menghubungkan fakta
lapangan dan ketentuan hukum ekonomi syariah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan murabahah murni telah
sesual dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/1V/2000 karena KSPPS
terlebih dahulu membeli dan memiliki barang sebelum menjualnyakepada anggota.
Pelaksanaan murabahah bil wakalah belum sepenuhnya sesual dengan ketentuan
fatwa tersebut karena terdapat praktik penandatanganan akad murabahah dan
pencairan pembiayaan sebelum barang dibeli oleh anggota sebagal wakil KSPPS.
Akibat hukum dari pelaksanaan akad berkaitan dengan hak dan kewajiban para
pihak, termasuk tanggung jawab KSPPS dalam memastikan kepemilikan barang
sebelum akad murabahah serta kewajiban anggota dalam menggunakan dana sesuai
kesepakatan dan melakukan pembayaran angsuran. Ketidaksesuaian mekanisme
tersebut memerlukan perbaikan pelaksanaan akad, tetapi tidak secara otomatis
mengakibatkan selurun akad murabahah menjadi batal. Penelitian ini
menyimpulkan bahwa murabahah murni telah sesua dengan ketentuan syariah,
sedangkan murabahah bil wakalah masih memerlukan perbaikan pada urutan
pel aksanaan akad dan kejelasan kepemilikan barang.

Kata Kunci: Akad Murabahah, Pembiayaan Barang Konsumtif, Murabahah Bil
Wakalah, Fatwa DSN-MUI, Kesesuaian penerapan Fatwa.
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ABSTRAK

Putri Meilida Mahdia (10222073), 2026 Pelaksanaan Akad Murabahah di
KSPPS BTM Pekalongan Kantor Cabang Talun dalam Perspektif Fatwa
DSN-MUI NO.04/DSN-M UI/1V/2000.

Supervisor: Tarmidzi, M.S.I.

The implementation of murabahah financing continues to face various
challenges, particularly those related to pure murabahah and murabahah bil
wakalah. Problems arise in the implementation of murabahah bil wakalah when the
murabahah contract is executed before the goods are, in principle, owned by the
KSPPS. This condition raises concerns regarding the compliance of the contract
implementation with DSN-MUI Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 concerning
Murabahah. This study aims to. analyze the impl ementation of DSN-MUI Fatwa No.
04/DSN-MUI/IVI2000 in _murabahah financing and the compliance of its
application with the provisions of the fatwa concerning the parties involved in
murabahah financing.

This study employs empirical legal research using a qualitative approach.
The data sources consist of primary data obtained through interviews with KSPPS
representatives and financing members, as well as secondary data derived from
books, journals, legal regulations, and relevant documents. Data collection
techniques include observation, interviews, and documentation. The collected data
were analyzed using a descriptive qualitative method by relating field findings to
the provisions of |slamic economic law.

The findings indicate that the implementation of pure murabahah complies
with DSN-MUI Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 because the KSPPS purchases
and takes owner ship of the goods before selling themto its members. However, the
implementation of murabahah bil wakalah does not fully comply with the provisions
of the fatwa, as there are practices in which the murabahah contract is signed and
financing funds are disbursed before the goods are purchased by the members
acting as agents of the KSPPS. The legal consequences of the contract
implementation relate to the rights and obligations of the parties, including the
responsibility of the KSPPSto ensure ownership of the goods before executing the
murabahah contract and the obligation of members to use the funds according to
the agreement and make installment payments. Such non-compliance requires
improvements in contract implementation but does not automatically render all
murabahah contracts invalid. This study concludes that pure murabahah complies
with Sharia provisions, whereas murabahah bil wakalah still requires
improvements in the sequence of contract implementation and clarity regarding
owner ship of the goods.

Keywords: Murabahah, Murabahah bil Wakalah, DSN-MUI Fatwa, Sharia
Compliance, Consumer Goods Financing.
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BAB |
PENDAHULUAN
A.Latar Belakang

KSPPS BTM Peklongan Kantor Cabang Talun merupakan salah satu
lermbaga keuangan Syariah yang berperan dalam membantu masyarakat
memenuhi  kebutuhan ekonomi melalui berbagai produk pembiayaan yang
berlandaskan prinsip Syariah. Keberadaan Lembaga tersebut memberikan
kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh pembiayaan sesuai dengan
kebutuhan, sekaligus mendukung kegiatan ekonomi yang berlandaskan nilai
keadilan, kemanfaatan dan keseimbangan. Salah satu produk pembiayaan
dengan akad murabahah, yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan
basrang konsumtif seperti kendaraan bermotor, perangkat elektronik, telepon
seluler, peralatan rumah tangga, serta kebutuhan Pendidiikan.*

Secara konseptual, murabahah merupakan akad jual beli yang berbeda
dengan praktik pinjam-meminjam uang sebagaimana dikena dalam sistem
perbankan konvensional.Dalam akad murabahah,objek utama transaksi adalah
barang yang diperjual belikan, bukan uang. Oleh karena itu, lembaga keuangan
syariah harusterlebih dahulu memiliki atau menguasai barang, bukan dari bunga
atas penggunaan uang. Dengan demikian, murabahah merupakan salah satu
instrumen yag digunakan untuk menghindari- praktik riba yang secara tegas
dilarang dalan hukum islam. Pengaturan’' mengena kegiatan usaha yang
berdasarkan prinsip syariah Indonesia memperoleh legitimas hukum melalui
berbagai peraturan perundang-undangan. Salah satu dasar hukum utama adalah
Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-
undang ini lahir sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat akan sistem
perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dan sekaligus menjadi
landasan hukum yang memberikan kepastian bagi penyelenggaraan kegiatan
usaha perbankan syariah di Indonesia. Dalam Pasal 1 angka 12 Undang-undang
Nomor 21 Tahun 2008 dijelaskan bahwa prinsip syariah adalah prinsip hukum

INurul Muyasaroh, “Eksistensi Bank Syariah Dalam Persfektif Undang-Undang No . 21,”
Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah 5, no. 21 (2022): 12-31.



Islam dalam kegiatan perbankan berdsarkan fatwa di bidang syariah. Ketentuan
tersebut menujukan bahwa pelaksanaan kegiatan usaha bank syariah harus
senantiasa berpedoman pada prinsip-prinsip syariah yang telah diformulasikan
dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Mgjelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)?

Pelaksanaan akad murabahah di BTM Pekaongan, khususnya kantor
cabang Talun, berpedoman pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Mgelis Ulama
Indonesia (DSN-MUI) Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah.
Fatwa tersebut mengatur bahwa Lembaga keuangan Syariah harus terlebih
dahulu memiliki barang yang akan dijual kepada nasabah, kemudian menjualnya
dengan harga pokok dan keuntungan secara jujur. Fatwa tersebut juga
memberikan ruang penggunaan akad wakalah berupapemberian kuasa kepada
nasabah untuk membeli barang atas nama Lembaga keuangan Syariah agar
transaks tersebut benar-benar merupakan jual beli, bukan pinjam-meminjam
yang disamarkan. Penerapan akad murabahah dalam pembiayaan barang
konsumtif mash perlu dikai, khususnya terkait pelaksanaan tahapan
kepemilikan barang oleh Lembaga keuangan syariah sesuai dengan ketentuan
Ftawa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/1V/2000.3

Landasan yuridis dan fakta empiris menjadi_dasar_penelitian terhadap
praktik pembisayaan barang konsumtif di KSPPS BTM Pekalongan Kantor
Cabang Taun. Praktiknya, pihak KSPPS dapat menyerahkan dana kepada
anggota untuk membeli barang secara langsung kepada penjual, sehingga
menimbulkan persoalan mengenal kepemilikan barang, yaitu apakah barang
terlebih dahulu menjadi milik KSPPS sebelum dijual kembali kepada anggota
sesuai ketentuan akad murabahah atau langsung menjadi milik anggota. Kondisi
tersebut berkaitan dengan keabsahan akad murabahah berdasarkan Ftawa DSN-
MUI Nomor 04/DSN-M UI/1V/2000 serta berpotensi melibatkan kombinasi akad

2Tulus Budi Santoso, “Implementasil Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Kendaraan
Bermotor BMT Bina Insan Sejahtera Mandiri Syariah Tangerang Dalam Perspektif FATWA DSN
MUI NO:04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah” 1, no. 2 (2022).

3 Andi Asruni, Zainal Said, dan Damirah, “Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor: 4/DSN-
MUI/IV/2000 Tentang Akad Murabahah Dalam Penerapan Hak Milik (Studi Pada Bank Muamalat
KCP Parepare),” Banco: Jurnal Manajemen dan Perbankan Syariah, Vol. 4, No. 1, Mei 2022, him.
62-74.



murabahah dan wakalah dalam bentuk hybrid contract. Kombinasi tersebut
pada dasarnya diperbolehkan selama memenuhi ketentuan Syariah dan tetap
menjaga karakteristik murabahah sebagai akad jual beli. Perbedaan antara
ketentuan normatif dan praktik lapangan menjadi persoalan yang penting untuk
diteiliti dalam perspektif HukumEkonomi Syaiah . 4

Tabel 1.1
Data pembiayaan di KSPPS BTM Pekalongan Kantor Cabang Talun
PER Januari-Desember 2025

No JenisAkad Jumlah Akad Nominal

1. | Murabahah 158 Rp.3.394.710.00
2. | Musyarakah 10 Rp.825.000.000
3. | ljarah 31 Rp.618.500.000

Sumber: RATKSPPS BTM Pekalongan Kantor Cabang Talun®

Dilihat Tabel diatas, dapat dilihat bahwa pembiayaan dengan akad
murabahah di KSPPS BTM Pekal ongan kantor cabang Talun, merupakan yang
paling unggul dibandingkan dengan pembiayaan lainnya. Dominasi ini
disebabkan oleh pengaplikasian akad murabahah yang |ebih mudah,
menguntungkan dan memberikan kepastian kepada pembeli, serta minimnya
risko karena KSPPS BTM Pekalongan kantor cabang Talun tidak akan
membelikan sesuatu barang kecuali sudah ada pembelinya. Dari praktik
pengaplikasian akad. murabahah di KSPPS BTM pekalongan kantor cabang
Talun harus tetap memperhatikan rukun Syarat dan ketentuan hukum Islam untuk
memastikan keabsahan akad sebagai” standarisasi akad yang sesuai dengan
prinsip syariah.®

Berdasarkan observasi pra penelitian (prariset), penelitian ini menemukan
Selain fakta empiris diatas terdapat pula fakta sosid yang melatarbel akangi
munculnya praktik murabahah bil wakalah dalam pembiayaan barang

4Sekarini Teguh P, Nandang lhwanudin, and Iwan Permana, “Tinjauan Fatwa DSN-MUI
Nomor . 04/ DSN-MUI / 1V / 2000 Dan PBI Nomor . 7/ 46 / PBI / 2005 Terhadap Akad Murabahah
Bil Wakalah,” 2005, 135-41.

SArsip RAT KSPPS Baitut Tamwil Muhammadiyah Pekalongan Kantor Cabang Talun , di
akses pada 10 Juni 2026

SErie Haryanto Halimatus Sa’diyah, Sitti Lilatul Khasanah, Abdul Mukti Thabrani, “Sejarah
Dan Kedudukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor
2 Tahun 2008 Di Indonesia” 3 (2021).



konsumtif. Masyarakat saat ini cenderung menginginkan proses pembiayaan
yang cepat, sederhana, dan fleksibel. Anggota umumnya lebih mengetahui jenis,
spesifikasi, kualitas, harga, dan lokasi barang yang ingin dibeli dibandingkan
pihak koperasi. Oleh karena itu, anggota lebih memilih untuk melakukan
pengadaan barang secara langsung untuk setigp permohonan pembiayaan yang
digukan anggota. Kondis tersebut mendorong penggunaan akad wakalah
sebagai solusi praktik yang dianggap mampu mempercepat proses transaksi dan
meningkatkan efisiensi operasional lembaga. Berdasarkan fakta empiris dan
fakta sosia antara tersebut, terlihat adanya kesenjangan antara ketentuan
normatif yang diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang

Perbankan Syariah, regulasi mengenai koperasi syariah, serta Faiwa DSN-MUI

Nomor 04/DSN-MUI/IV /2000 tentang Murabahah dengan praktik pembiayaan

barang konsumtif yang berlangsung di KSPPS BTM Pekal ongan Kantor Cabang

Talun.

. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan ditemukan legal issue, yaitu
terindikas adanyaketidaksetaraan antara ketentuan dan praktik pel aksanaannya,
terdapat ketentuan akad murabahah yang harus ditergpkan. Dari pokok-pokok
masal ah tersebut, diturunkan kedalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/1V/2000
Tentang akad Murabahah dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah pada
lembaga keuangan syariah di KSPPS BTM Pekalongan Kantor Cabang
Talun?

2. Bagaimana kesesuaian penerapan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-
MUI/IV/2000 tentang murabahah terhadap para pihak dalam pembiayaan
murabahah?

. Tujuan Pendlitian

1. Untuk menganalisis dan mengetahui implementasi dan mengetahui Fatwa
DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang akad Murabahah dalam
pelaksanaan pembiayaan murabahah pada lembaga keuangan syariah di
KSPPS BTM Pekalongan Kantor Cabang Talun.



2. Untuk menganalisis dan mengetahui akibat hukum dari penerapan kesesuaian
penergpan Fatwa DSN-MUI  Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang
murabahah terhadap para pihak dalam pembiayaan murabahah.

D. Kegunaan Penelitian
Adapun kegunaan dari penelitian ini meliputi:
1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi  bagi
pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Ekonomi
Syariah dan praktik lembaga keuangan syariah. Penelitian ini dapat menjadi
sumber referensi dan® bahan Kkajlan ilmiah yang berkaitan dengan
implementas akad murabahah berdasarkan Fatwa DSN-MUI  Nomor
04/DSN-MUI/IV/I2000 dalam pembiayaan pada lembaga keuangan syariah.
Selain itu, penélitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai
penerapan akad murabahah bil wakalah yang dalam praktiknya berpotens
menimbulkan unsur multi akad (hybrid contract), sehingga dapat menjadi
bahan analisis bagi akademisi, mahasiswa, maupun peneliti yang memiliki
fokus kajian’ pada hukum perjanjian syariah, pembiayaan syariah, dan
kepatuhan syariah (sharia compliance). Hasil penelitian ini juga diharapkan
dapat memberikan pemahaman yang lebth komprehensif mengenal
kesesuaian antara ketentuan normetif yang diatur dalan Fatwa DSN-MUI
dengan praktik pembiayaan yang diterapkan di |apangan.’

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat praktik bagi pihak-
pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan pembiayaan murabahah di KSPPS
BTM Pekalongan KC Talun. Bagi KSPPS, hasil penelitian dapat menjadi
bahan evaluas masukan dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah,
khususnya yang menggunakan mekanisme murabahah bil wakalah, serta
memberikan gambaran mengenai kesesuaiannya dengan Fatawa DSN-MUI
Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah. Hasil penelitian juga

7 Nyoman Budiono, ‘Implementasi Multi Akad (Hybrid Contract) Pada Pembiayaan
Murabahah Bank Syariah’,2.September (2022), 231-41.



dapat membantu mengidentifikasi kendala dan potensi penyimpangan dalam
praktik pembiayaan sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan
kepatuhan terhadap prinsip Syariah, dan meningkatkan kualitas pelayanan
kepada anggota. Bagi pengelola dan karyawan, penelitian ini diharapkan
dapat menambah pemahaman mengenai prosedur pembiayan murabahah,
mekanisme murabahah bil wakalah, serta hak dan kewajiban para pihak
sehingga dapat meningkatkan profesionalisme dan ketelitian dalam
memberikan pelayanan kepada anggota.®

Bagi anggota atau nasalah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan
informasi dan pemahaman yang |ebih jelas mengenai mekanisme pembiayaan
murabahah yang diterapkan padalembagakeuangan syariah. Dengan adanya
penelitian ini, @anggota atau nasabah dapat mengetahui proses pelaksanaan
pembiayaan, mekanisme pembelian barang, penetapan harga jual, hingga
pelaksanaan ‘pembayaran angsuran sesua akad yang telah disepakati.
Pemahaman tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran anggota atau
nasabah terhadap hak dan kewajibannya dalam akad pembiayaan serta
memberikan kepastian hukum dan kepastian syariah dalam setiap transaksi
yang dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan sumber
kajian ifmiah yang dapat digunakan dalam kegiatan pembelajaran, pendlitian,
maupun pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Ekonomi
Syariah. Hasil pendlitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dalam
penelitian selanjutnya yang membahas implementass Fatwa DSN-MUI
Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, penerapan akad
murabahah bil wakalah, serta akibat hukum yang timbul dalam praktek
pembiayaan syariah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat
memberikan kontribusi terhadap pengembangan khazanah keilmuan dan
memperkaya literatur akademik di bidang ekonomi syariah dan hukum
ekonomi syariah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan

pengetahuan mengenai pentingnya penerapan prinsip-prinsip syariah dalam

8 Desi Ameliya,”Implementasi Akad Murabahah Bil Wakalah Di BMT PurwakartaA manah
Sejahtera (PAS)’, 2.September (2022), 121-31.



kegiatan pembiayaan pada lembaga keuangn syariah. Melalui penelitian ini,
masyarakat dapat memahami bagaimana akad murabahah diterapkan dalam
praktik serta mengetahui pentingnya kesesuaian antara pelaksanaan akad
dengan ketentuan syariah yang telah ditetapkan. Selain itu, pendlitian ini
diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga
keuangan syariah yang menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip-
prinsip syariah, Fatwa DSN-MUI, dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, sehingga dapat mendorong peningkatan partisipasi masyarakat
dalam memanfaatkan produk'dan layanan keuangan syariah.
E. Landasan Teoritik
Untuk menjawab rumusan masalah, teori yang digunakan sebagai bahan
penjabaran adalah Teori akad yang dikordlasikan dengan Konsep dan
Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional, Konsep Akad Pembiayaan Syariah,
dan Konsep Murabahah.
1. Teori Akad

Akad merupakan konsep fundamental dalam hukum ekonomi syariah
karenaseluruh aktivitas muamal ah pada dasarnyadi bangun atas adanya suatu
akad. Secara etimologis akad berasal dari kata ‘al-agd yang berarti ikatan,
pengencangan, penguatan, atau perjanjian. Kata tersebut menggambarkan
adanya hubungan yang mengikat  antara dua pihak atau lebih yang
menimbulkan konsekuensi hukum tertentu.” Dalam perspektif fikih
muamalah, akad tidak hanya dipahami sebagal kesepakatan biasa, melainkan
sebagal suatu perikatan yang memiliki akibat hukum dan harus dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan syariat islam.

Menurut para Fugaha, akad adalah ketertarikan antara ijab dan gabul
yang dibenarkan oleh syara’ sehingga menimbulkan akibat hukum terhadap
objek yang diperjanjikan. Pengertian tersebut menunjukan bahwa satu akad
tidak cukup hanya pada adanya kesepakatan para pihak, tetapi juga harus
memenuhi ketentuan yang telah ditetapkandalam hukum islam. Oleh karena

SMuhammad Kamal and Abdul Hamid, “Eksistensi Akad Dalam Transaksi Keuangan
Syariah,” Jurnal Hukum Diktum 14 (2016).



itu, suatu transaksi yang bertentangan dengan prinsip syariah tidak dapat
dianggap sebagai akad yang sah meskipun dilakukan atas dasar kesepakatan
para pihak. Dalam hukum ekonomi syariah, akad memiliki fungs yang
sangat penting karena menjadi instrumen untuk mewujudkan kepastian
hukum, keadilan, dan kemaslahatan dalam kegiatan muamalah. Akad juga
menjadi sarana untuk menentukan hak masing-masing para pihak yang
berakad (al-*agidain), adanya objek akad (ma’qud ‘alaih), adanya tujuan
akad yang dibenarkan syariat, serta adanya ijab dan gabul sebagai bentuk
kesapakatan para pihak.Selain itu, ekad juga harus dilandasi oleh prinsip
kerelaan, keujuran, keterbukan, “dan tidak mengandung unsur riba,
gharar,maupun maysir.!% Teori akad dalam penelitian ini digunakan sebagai
pisau anaisis:untuk mengkai hubungan “hukum antara KSPPS BTM
pekalongan kantor cabang Talun dengan anggota dalam pelaksanaan
pembiayaan ~murabahah. Melalui teori ini dapat dianalisis apakah
pelaksanaan akad yang dilakukan telah memenuhi rukun ekonomi syariah
serta sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapakan dalam Fatwa DSN-MUI
Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.

Dalam pelaksanaannya, pembiayaan murabahah dapat menggunakan
hybrid contract atau al-‘ugud al-murakkabah, yaitu penggabungan duaatau
lebih akad dalam satu rangkaian transaksi yang saling berkaitan untuk
mencapal tujuan tertentu. Konsep ini berkembang seiring kompleksitas
kebutuhan transaksi ekonomi modern yang terkadang tidak dapat dipenuhi
hanya dengan satu akad, sehingga Lembaga keuangan Syariah melakukan
inovass melalui kombinasi bebrapa akad, sehingga Lembaga keuangan
Syariah melakukan inovasi melalui kombinasi beberapa akad dengan tetap
berpedoman padaprinsip Syariah. Penggunaan hybrid contract padadasarnya
diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan ketentuan Syariah, setiap
akad memiliki objek, tujuan, dan konsekuensi hukum yang jelas, sertatidak
mengandung unsur riba, gharar, maysir, atau rekayasa untuk menghalalkan

66.

10 Urbanus Uma Leu,” Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah’, Tahkim, vol.10 (2014), 47-



transaks yang dilarang . Dengan demikian, meskipun terdapat |ebih dari satu
akad dalam satu transaksi, setiap akad harus tetapsah dan tidak saling
meniadakan agar pembiayaan murabahah tetap sesuai dengan prinsip Syariah
dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

Praktik Lembaga keuangan Syariah dalam bentuk hybrid contract yang
paling banyak digunakan adalah kombinasi antara akad murabahah dan
wakalah. Padamekanismeini, Lembaga keuangan memberikan kuasa kepada
nasabah untuk membeli barang tersebut dibeli dan secara prinsip menjadi
milik Lembaga keuangan, selanjutnya dilakukan akad murabahah bil
wakalah dan banyaik diterapkan karenadianggap lebih praktisdan efisien.!?

Konsep hybrid contract menjadi sangai relevan dalam penelitian ini
karena terdapat indikasi penggunaan akad murabahah yang dikombinasikan
dengan akad wakalah dalam pembiayaan barang Konsumtif di KSPPS BTM
Pekalongan KC Talun. Oleh karenaitu, teori hybrid contract digunakan untuk
menganalisis apakah penggabungan akad tersebut telah dilaksanakan sesuai
prinsip-prinsip Syariah dan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-
MUI/IV/2000 tentang Murabahah. Melaui analisis tersebut dapat diketahui
kesesuaian praktik pembiayaan yang dilakukan dengan ketentuan hukum
ekonomi  Syariah serta. akibat hukum yang timbul apabila terdapat
penyimpangan dalam pelaksanaannya.

2. Pembiayaan Akad Murabahah

Pembiayaan merupakan kegiatan penyediaan dana atau tagihan yang
dipersamakan dangan itu untuk memenuhi kebutuhan pihak yang
memerlukan dana berdasarkan suatu perjanjian tertentu. Dalam konteks
lembaga keuangan syariah, pembiayaan merupakan salah satu fungs utama
yang bertujuan membantu masyarakat dalam memperoleh barang, jasa,
maupun modal usaha dengan mekanisme yang sesuai dengan prinsip-prinsip
syariah. Berbeda dengan sistem konvensional yang menggunakan bunga

sebagai instrumen keuntungan, pembiayaan syariah dilaksanaan berdasarkan

1 Atika Marwah Nasution, Koko Komarudin, And Muhammad Fakhrudin, ‘Hybrid Contract
Analysys on Hajj Umrah Advance Fund’, Mahabits Al-Uqud, vol.1.1 (2024).
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akad-akad yang dibenarkan oleh syariat islam sehingga terhindar dari unsur
riba. Prinsip dasar pembiayaan syariah adalah adanya keadilan, transparansi,
kemaslahatan,serta larangan terhadap segala bentuk transaksi yang
mengandung riba, gharar, maysir, dan objek yang diharamkan. Oleh karena
itu, setiap pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah yang
harus didasrkan pada akad yang jelas serta menjelaskan hak dan kewajiban
masing-masing pihak yang dirugikan.*?

Salah satu akad yang paling banyak digunakan dalam pembiayaan
syariah adalah akad murabahah. Murabahah merupakan akad jual beli
dimana penjual menyebutkan harga  pokok perolehan barang dan
menambahkan barang dan menambahkan sejumlah keuntungan (margin)
yang disepakati bersama dengan pembeli. Dalam pembiayaan murabahah,
lembaga keuangan syariah bertindak sebagai penjual yang terlebih dahulu
memebeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan harga pokok yang
ditambah margin keuntungan yang telah disepekati segak awa akad.
Karakteristik utama murabahah terletak pada adanya keterbukaan mengenai
harga po barang dan besaran keuntungan yang diperoleh penjual.
Transparansi._tersebut menjadi pembeda antara_murabahah dengan praktik
pinjaman berbunga pada |lembaga keuangan konvensional. Selain itu, harga
jua yang telah disepakati pada saat akad tidak boleh berubah selama masa
pembiayaan berlangsung sehingga memberikan kepastian hukum bagi para
pihak. Dalam praktiknya, murabahah banyak digunakian untuk pembiayaan
konsumtif seperti kendaraan bermotor, peralatan rumah tangga, elektronik,
perabot rumah tangga, maupun kebutuhan konsumtif lainnya. Dalam
penelitian ini , konsep murabahah digunakan untuk menganalisis mekanisme
pembiayaan barang konsumtif yang diterapkan oleh KSPPS BTM
Pekalongan Kantor Cabang Talun. Analisis difokuskan pada kesesuaian

12 Otoritas jasa keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/pojk.05/2014
Tentang Penyelenggaraan Ussha  Pembiayaan  Syarish  (Jakarta, 2014)  <https
/wwww..ojk.go.id/id/regul asi/otoritas-jasa-keuangan-

[peraturan/ojk/Documents/pojk31penyel enggaraanUsahaPembiayaanSyariah 1417050443, pdf 2ut
m-source=chatgpt.com>.
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prosedur pembiayaan dengan karakteristik dan ketentuan akad murabahah
sebagai mana diatur dalam hukum ekonomi syariah dan Fatwa DSN-MUI .13

3. Konsep Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang
Murabahah

Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah
merupakan salah satu pedoman utama dalam pelaksanaan akad murabahah
pada lembaga keuangan syariah di Indonesia. Fatwa ini diterbitkan oleh
Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia sebagai respons terhadap
kebutuhan masyarakat adanya pedoman yang mengatur praktik pembiayaan
murabahah agar sesual.dengan prinsip-prinsip syariah. Keberadaan fatwaini
memiliki peran penting dalam menjaga kesesuaian operasiona lembaga
keuangan syariah dengan ketentuan hukum lslam. Secara normatif, Fatwa
DSN-MUI berfungsi sebagai pedoman syariah bagi lembaga keuangan
synariah dalam menjalankan produk dan layanan keuangan. M eskipun bukan
merupakan peraturan perundang-undangan, fatwa DSN-MUI  memiliki
kedudukan yang sangat penting karena mejadi rujukan utama dalam
penyusunan berbagal regulasi yang mengatur perbankan syariah dan lembaga
keuangan syariah di Indonesia. Dengan demikian, fatwa ini memiliki
kekuatan normatif yang menjadi acuan dalam praktik operasional lembaga
keuangan syariah. Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000
dijelaskan bahwa |embaga keuangan syariah harus terlebih dahulu membeli
barang yang dibutuhkan nasabah sebelum menjualnya kembali melalui akad
murabahah.

Fatwa ini juga menegaskan bahwa harga pokok barang dan margin
keuntungan harus diberitahukan secara jujur kepada nasabah. Selain itu,
apabila ada lembaga keuangan melalui akad wakalah, maka akad murabahah
hanya dapat dilakukan setelah barang tersebut secara prinsip menjadi milik
lembaga keuangan.’* Ketentuan tersebut menunjukan bahwa aspek

Byenti Afrida, “Analisis Pembiayaan Murabahah Di Perbankan Syariah,” Jurnal Ekonomi
Dan BisnisIslam 1 (2016).

¥Andi Asruni, “Analisis Fatwa DSN-MUI NOMOR: 4/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Akad
Murabahah Dalam Penerapan Hak Milik (Studi Pada Bank Muamalat KCP Parepare),” 2021.
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kepemilikan barang menjadi unsur yang sangat penting dalam akad
murabahah. Oleh karena itu, fatwa ini digunakan sebagai |landasan normatif
dalam penelitian untuk menilai apakah implementasi pembiayaan murabahah
pada KSPPS BTM Pekalongan Kantor Cabang Talun telah sesuai dengan
prinsip dan ketentuan yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-
MUI/1V/2000 Tentang Murabahah.

4. Teori Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance)

Kepatuhan syariah (sharia compliance) merupakan prinsip yang
mengharuskan seluruh kegiatan operasional lembaga keuangan syariah
dilaksanakan sesual dengan ketentuan dan prinsip hukum Islam. Kepatuhan
syariah menjadi salah satu aspek penting dalam kegiatan lembaga keuangan
syariah karena/bertujuan untuk memastikan bahwa setiap transaksi, produk
pembiayaan, dan pelaksanaan akad tidak bertentangan dengan ketentuan
syariah. Kepatuhan syariah tidak hanya berkaitan dengan penggunaan akad
yang sesuai  dengan prinsip Islam, tetapi juga mencakup kesesuaian
mekanisme transaksi, objek pembiayaan, serta pelaksanaan hak dan
kewajiban parapihak.®

Penerapan_kepatuhan syariah dalam lembaga keuangan syariah
mengacu pada prinsip-prinsip hukum lslam dan ketentuan yang ditetapkan
oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Fatwa
DSN-MUI menjadi salah satu pedoman dalam pelaksanaan kegiatan
pembiayaan agar transaksi yang dilakukan terhindar dari unsur riba, gharar,
maysir, dan praktik yang bertentangan dengan syariat Islam. Kepatuhan
terhadap ketentuan tersebut diperlukan untuk menjaga keabsahan transaksi
serta memberikan kepastian mengenai kesesuaian pelaksanaan akad dengan
prinsip hukum ekonomi syariah.

Kepatuhan syariah dalam pembiayaan murabahah dapat dilihat
berdasarkan kesesuaian pelaksanaan akad dengan Fatwa DSN-MUI Nomor

15 1ti Septi Didi Suardi, Puput Wahdaniah, Aisyah Defy R. Simatupang, Martavevi Azwar,
“Kesesuaian Akad Murabahah Pada Pembiayaan Mitra Mikro Multiguna Di Koperasi Syariah,”
Baabu Al - | Lmi Ekonomi 11 (2026): 204-13.
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04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah. Fatwa tersebut mengatur bahwa
lembaga keuangan syariah harus membeli barang yang diperlukan oleh
anggota atas nama lembaga sendiri sebelum menjualnya kembali kepada
anggota dengan harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati.
Apabilapembelian barang diwakilkan kepada anggotamelalui akad wakal ah,
pelaksanaan akad murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip
menjadi milik lembaga keuangan syariah. Ketentuan tersebut menunjukkan
bahwa kepemilikan barang dan urutan pelaksanaan akad merupakan aspek
penting dalam menentukan kesesuaian pembiayaan murabahah dengan

prinsip syariah.'®
Teori kepatuhan syariah digunakan sebaga dasar untuk menilai
kesesuaian antara ketentuan hukum ekonomi  syariah dengan praktik
pembiayaan yang dilaksanakan oleh lembaga keuangan syariah. Penilaian
tersebut mencakup Kkejelasan objek transaksi, kepemilikan barang,
transparansi |harga perolehan dan margin keuntungan, serta ketepatan
pelaksanaan akad. Dalam penelitian ini, teori kepatuhan syariah digunakan
untuk menganalisis kesesuaian pelaksanaan pembiayaan murabahah murni
dan. murabahah_bil wakalah di KSPPS BTM Pekaongan Kantor Cabang
Talun berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/1V/2000 tentang

Murabahah.
F. Penelitian Yang Relevan

Penelitian yang dilakukan oleh Ridwan Nur pada tahun 2024 berjudul
“Kesesuaian Produk Pembiayaan Jual Beli Barang Perspektif Fatwa DSN-MUI
NO.O4/DSN-MUI/IV/2000 dengan akad Murabahah di Baitut Tamwil
Muhammadiyah Banyumas.” Penelitian ini menggunakan metode field research
dengan pendekatan deskriptif kualitatif dan bertujuan menganalisis kesesuaian
pembiayaan murabahah dengan Fatwa DSN-MUI NO.O4/DSN-MUI/I1V/2000.

Hasil penelitian menunjukan bahwa mekanisme pembiayaan secara umum telah

16 Khairul Umam, “Analisis Fatwa DSN MUI Dalam Transaksi Pembiayaan Murabahah Di
KSPP. Syariah BMT NU Cabang Pragaan,” IQTISADIE: JOURNAL OF ISLAMIC BANKING AND
SHARIAH ECONOMY 5, no. 04 (2000): 89-108.
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sesuai dengan fatwa, tetapi masih terdapat praktik yang belum sesuai, khususnya
terkait kepemilikan barang karena lembaga terkadang memberikan dana
langsung kepada nasabah tanpa terlebih dahulu memiliki barang tersebut.
Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji akad murabahah
daam pembiayaan barang berdasarkan prinsip Syariah Fatwa DSN-MUI
NO.04/DSN-MUI/1V/2000, sedsangkan perbedaannya terletak pada focus dan
lokasi penelitian, yaitu penelitian terdahulu membahas kesesuaian pembiayaan
murabahah di BTM Banyumas, sementara penelitian ini berfokus pada akad
murabahah dalam pembiayaan barang konsumtif di KSPPS BTM Pekaongan
KC Taun.*’

Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Andayani, Iva Anivatul Khasanah
pada tahun 2023 yang berjudul “Implementasi Akad Murabahah Ditinjau dari
Fatwa Dewan Syariah Nasiona Majelis Ulama Indonesia NO.O4/DSN-
MUI/IV/2000 pada BMT UGT Nusantara Cabang Pare-Kediri. Penelitian ini
menggunakan metode penelitian deskriptif ~kualitatif dengan teknik
pengumpulan data berupa wawancara dokumentasi. Hasil penelitian
menunjukan bahwa pelaksanaan akad murabahah pada BMT UGT Nusantara
Cabang Pare-Kediri_telah sesuai dengan ketentuan syariah yang diatur dalam
Fatwa DSN-MUI. Dalam praktiknya, BM T menggunakan akad wakalah sebagai
pelengkap, yaitu nasabah diberikan kuasauntuk membeli barang atasnamaBMT
sebelum akad dilakukan. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama
membahas akad murabahah dan penggunaan wakalah dalam pembiayaan
murabahah serta mengacu pada Fatwa DSN-MUI NO.O4/DSN-MUI/IV/2000.
Adapun perbedaanya terletak pada lokasi penelitian, yaitu penelitian terdahulu
mengkaji implementasi akad murabahah di BMT UGT Nusantara Cabang Pare-
Kediri, sedangkan penelitian ini berfokus pada akad murabahah dalam
pembiayaan barang konsumtif di KSPPS BTM Pekalongan KC Talun.*®

Ridwan Nur, “Kesesuaian Produk Pembiayaan Jual Beli Barang Dalam Perspektif Fatwa
DSN MUI No: 04 / DSN-MUI / IV [/ 2000 Dengan Akad Murabahah Di Baitut Tamwil
Muhammadiyah Banyumas” 09, no. 04 (2024): 76-90.

Blva Anivatul Khasanah Dwi Andayani, “Implementasi Akad Murabahah.. | 35” 1 (2023):
35-45.
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Penelitian yang dilakukan oleh Tulus Budi Santoso pada tahun 2023 yang
berjudul “Implementasi Akad Murabahah pada Produk Pembiayaan Kendaraan
Bermotor BMT Bina Insan Sejahtera Mandiri Syariah Tangerang dalam
Perspektif Fatwa DSN-MUI NO.O4/DSN-MUI/IV/2000. Penelitian ini
menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Teknik
pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan
studi pustaka. Hasil penelitian menunjukan bahwa secara umum pelaksanaan
akad murabahah pada pembiayaan kendaraan bermotor telah sesuai dengan
prinsip-prinsip syariah dan ketentuan uang muka (urbun). BMT tidak
mensyaratkan adanya uang muka sebagaimana yang diperbolehkan oleh fatwa,
melainkan hanya meminta jaminan sebagal bentuk keseriusan anggota dalam
memenuhi  kewajiban pembayaran angsuran. Persamaan penelitian tersebut
dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji pelaksanaan akad murabahah
pada Lembaga keuangan Syariah berdasarkan Fatwa DSN-MUI NO. 04/DSN-
MUI/IV/2000. Adapun perbedaannya terletak pada objek dan lokasi penelitian
yaitu, penelitian terdahulu membahas pembiayaan kendaran bermotor di BMT
Bina Insan Sejahtera Mandiri Syariah Tangerang, sedangkan penelitian ini
membahas akad murabahah dalam pembiayaan barang konsumtif di KSPPS
BTM Pekalongan KC Talun:'°

Penelitian yang dilakukan oleh Gusti Septa Andany pada tahun 2017
berjudul “Analisis Aplikasi Pembiayaan Murabahah Konsumtif di BNI Syariah
Kantor Cabang Fatmawati”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif
dengan jenis penelitian lapangan bertujuan menganalisis penerapan akad
murabahah dalam pembiayaan barang konsumtif. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa akad murabahah digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif
nasabah, seperti pembelian rumah dengan pembayaran secara angsuran sesual
dengan jangka waktu yang telah disepakati, dan penerapannya telah sesuai
dengan Fatwa DSN-MUI NO. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah.

19 T. B. Santoso, “Implementasi Akad Murabahah pada Produk Pembiayaan Kendaraan
Bermotor BMT Bina Insan Sgjahtera Mandiri Syariah Tangerang dalam Perspektif Fatwa DSN-
MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000,” Journal of Islamic Economics Studies and Practices.
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Persamaan penelitian tersebut dengan penditian ini adalah sama-sama
membahas akad murabahah daam pembiayaan barang konsumtif serta
menggunakan Fatwa DSN-MUI NO. 04/DSN-MUI/IV/2000 sebagai dasar
analisis. Adapun perbedaannya terletak pada objek dan lokasi penelitian, yaitu
penelitian terdahulu dilakukan di BNI Syariah Kantor Cabang Fatmawati,
sedangkan penelitian ini dilakukan di KSPPS BTM Pekalongan KC Taun
dengan fokus pada akad murabahah dalam pembiayaan barang konsumtif.
Perbedaan lembaga tersebut memberikan ruang bagi pendlitian ini untuk
mengkaji penerapan akad murabahah pada Lembaga koperasi Syariah dengan
karakteristik dan kondisi yang berbeda.?

Perbedaan keempat penelitian terdahulu terletak pada objek, lokasi, dan
focus kajian, yaitu penelitian Ridwan Nur berfokus pada kesesua an pembiayaan
jua beli barang di BTM Banyumas, Dwi Andyani dan Iva Anivatul Khasanah
membahas implementasi murabahah dengan wakalah di BMT UGT Nusantara
Pare-Kediri, Tulus Budi Santoso mengkaji pembiayaan kendaraan bermotor di
BMT Bina Insan Sejahtera Mandiri Syariah Tangerang, Sengankan Gusti Septa
Andyani membahas pembiayaan barang konsumtif di BNI Syariah Kantor
Cabang Fatmawati. Adapun kebaruan penelitian ini_terletak pada fokus kajian
terhadap akibat akad murabahah dalam pembiayaan barang konsumtif pada
KSPPS BTM Pekalongan KC Talun, khususnya dengan melihat bagaimana
penerapan akad tersebut dalam praktik di Lembaga koperasi Syariah dan
menganalisisnya berdasarkan prinsip hukum ekonomi Syariah. Dengan
demikian, penelitian ini tidak hanya mengkaji kesesuaian akad murabahah
dengan ketentuan Syariah, tetapi juga memberikan gambaran empiris mengenai
pelaksanaan pembiayaan barang konsumtif pada lokas penelitian yang belum
dikaji dalam penelitian terdahulu.

2 Gusti Septa Andany, ‘Analisis Aplikasi Murbahah Pada Pembiayaan Konsumtif di BNI
Syariah Kantor Cabang Fatmawati’,2017.
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G. Metode Penelitian
Metode penelitian ini dilakukan agar penelitian lebih terstruktur dan
terarah serta di pertanggung jawabkan secara ilmiah. Berikut beberapa metode
penelitian yang akan diimplementasikan.
1. Jenisdan Pendekatan Pendlitian
Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu penelitian
yang dilakukan degan menelaah bagaimana hukum bekerja dan diterapkan
dalam kehidupan masyarakat melalui pengamatan langsung terhadap fakta,
peristiwa, dan fenomena yang terjadi dilapangan. Metode ini berfokus pada
kesesuaian antara ketentuan hukum  yang berlaku dengan praktik
pel aksanaannya dalam realitas sosial .2
Pendekatan kualitatif, yatu penelitian yang menghasilkan data
deskriptif berupakata-kata, pendapat, sertainformasi yang diperoleh melalui
observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian
dianaisis dan disgikan dalam bentuk narasi yang memberikan gambaran
yang mendalam mengenai objek pendlitian. Pendekatan kualitatif juga
dikenal sebagal pendekatan naturalistik karena dilakukan dalam kondisi
alami.tanpa.adanya manipulasi tehadap objek yang diteliti.??
2. Lokas Pendlitian
Lokasl penelitian dilakukan di KSPPS Baitut Tamwil Muhammadiyah
Kantor Cabang 'Talun yang  beralamat di DsTaun Kec.Taun
Kab.Pekalongan.
3. Sumber Data Pendlitian
a. Sumber Data Primer
Sumber primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung
dari sumber utama yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam

penelitian ini, data primer diperoleh melalui berbagai teknik seperti

2IMukti Fajar ND dan Y ulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris,
Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris (Y ogyakarta: Pustaka Pelgjar, 2010), him. 154—
156.

28ugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta,
2022), him. 9-12.
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wawancara, observasi, maupun intrumen lainnya, sehingga data yang
diperoleh bersumber langsung dengan pihak-pihak yang terlibat dan
memiliki informasi yang relevan dengan kebutuhan penelitian. Dalam
penelitian ini data primer diperoleh melalui kegiatan wawancara dan
observas dengan pegawa dan nasabah KSPPS Baitut Tamwil
Muhammadiyah Kantor Cabang Talun.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh
peneliti melalui berbagal. bahan kepustakaan. Data ini berasal dari buku,
jurnal ilmiah, skripsi, peraturan, sertadokumen lain yang berkaitan dengan
topik penelitianyang digunakan untuk memperkuat analisis penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data
merupakan metode yang digunakan untuk memperoleh informasi dan
data yang dibutuhkan secara mendalam dari sumber yang telah ditentukan.
Aadapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:
a Observas

Observas merupakan sal ah satu cara teknik pengumpulan data yang
dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara sistematis
terhadap objek penelitian. Pengamatan dapat dilakukan secara langsung
maupun tidak langsung terhadap berbagai kegiatan, perilaku, atau keadaan
berkaitan dengan fokus peneliti memperoleh data dan informas yang
dibutuhkan berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan selama proses
pengamatan berlangsung.?®

b. Wawancara (Interview)

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data yang
dilakukan melaui interaksi berupa tanya jawab antara informan dan
narasumber. Teknik ini digunakan untuk menggali informasi secara lebih
mendalam terkait objek dan permasalah yang diteliti. Melalui wawancara,
peneliti dapat memperoleh datayang lebih rinci, komprehensif, dan sesual

ZS8ugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R& D (Bandung: Alfabeta, 2019),
him. 203-205.
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dengan kebutuhan penelitia sehingga mendukung tercapainya tujuan
penelitian secara optimal. Wawancara dilakukan terhadap Manager BTM,
Manager pembiayaan, Account Officer, serta nasabah.
c. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan
dengan cara mengumpulkan dan menelaah berbagai dokumen yang
berkaitan dengan objek penelitian. Dokumen tersebut dapat berupa bahan
tertulis, seperti buku, jurnal, arsip, laporan, dan berbagai karya ilmiah
lainnya, maupun dokumen visual. seperti foto atau gambar. Penggunaan
dokumentasi bertujuan untuk memperoleh informas pendukung serta
memperkuat data yang diperolen melalui teknik pengumpulan data
lainnya.
5. Teknik Analisis Data
Analisis data berarti proses sistematis mengumpulkan meneliti dan
menyusun data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumen
lainnya yang kemudian dianalisis melalui metode deskriptif kuantitatif, agar
mudah dipaham dan dapat dikomunikasikan hasilnya dengan orang lain.
L angkah-langkah dalam analisisdata deskriptif kuantitatif yaitu.
a. Pemilihan Data
Reduksi data merupakan proses awal dalam analisis data yang
dilakukan dengan cara menyeleksi, mengel ompokkan, menyederhanakan,
dan merangkum data yang diperoleh dari penelitian lapangan. Proses ini
bertujuan untuk memusatkan perhatian pada informas yang memeiliki
keterkaitan dengan fokus penelitian, sehingga data menjadi lebih
terorganisir dan memudahkan peneliti dalam melakukan interprestasi serta
penarikan kesimpulan.?*
b. Penygjian Data
Penygjian data merupakan tahapan dalam analisis data yang

dilakukan dengan cara menyusun dan mengorganisasikan data yang telah

%Novie Stephen, “Implementasi Penggunaan Media Gadget untuk Memberi Kemudahan
dalam Pelaksanaan Proses Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan,” him. 32-34, 40.



20

melalui proses reduksi ke dalam bentuk yang terstruktur dan mudah
dipahami. Data dapat disgikan dalam berbagai bentuk, seperti naras,
tabel, diagram, maupun bentuk visual lainnya. Tahap ini bertujuan untuk
membantu peneliti memahami pola, keterkaitan, dan hubungan antar data
sehingga memudahkan proses andisis serta penarikan kesmpulan
pendlitian.®
c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi
Penarikan kesimpulan dan verifikas merupakan tahapan terakhir
dalam analisis data penelitian. Pada tahap ini, peneliti menginterpretasikan
hasil analisis data untuk merumuskan kesimpulan yang sesuai dengan
fokus penelitian. Selanjutnya, dilakukan proses verifikasi guna menguji
dan memastikan bahwa kesimpulan yang diperoleh telah didukung oleh
data dan fakta yang ditemukan selama penelitian. Melalui tahap ini,
peneliti dapat memahami makna dari data yang telah dianaisis,
menemukan hubungan antar data, serta mengidentifikasi persamaan dan
perbedaannya sehingga diperoleh jawaban yang valid terhadap rumusan
masal ah penelitian.
H. Sistematika Penulisan

Proposal pendlitian ini disusun berdasarkan sistematika penulisan sebagai

berikurt:

BAB |: PENDAHUL UAN
Pada bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan

penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritik, penelitian yang relevan,

metode penelitian dan yang terakhir sistematika penulisan.

BAB I1: TEORI DAN KONSEP
Bab ini membahas tentang landasan teori dan konsep yang menjadi dasar

peneliti dalam melakukan penelitian. Isi dari bab ini yaitu diuraikan dalam Teori

SArti Damisa, “Proses Penyelamatan dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah dalam
Analisis Jaminan (Studi Kasus di PT Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidimpuan),” Jurnal
Ilmu Manajemen dan BisnisIdam, Val. 4, No. 1 (2018), him. 11.
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Akad, Tinjauan hukum Fatwa DSN-MUI terkait dengan akad murabahah serta
konsep dari pembiayaan syariah pada akad murabahah.
BAB I11: HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini menjelaskan objek penelitian, yaitu memberikan gambaran
umum tentang KSPPS BTM Kantor Cabang Talun, Vis dan Misi, Struktur
Organisas, serta produk dan jasa yang ditawarkan di KSPPS BTM Kantor
Cabang Talun. Pada bab ini juga mendeskripsikan hasil temuan di lapangan
terkait pengalikasian akad murabahah.
BAB IV: PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan tentang analisis praktik akad murabahah di
KSPPS BTM Kantor.Cabang Talun dan analisis akibat hukum pada pelaksaan
akad murabahah pada Fhatwa DSN-MUI Nomor 04/ DSN-MUI /X1/2000
Tentang Murabah di KSPPSBTM Kantor Cabang Talun.
BAB V: PENUTUP

Pada bab 'Ini berisi tentang uraian kesimpulan dari hasil kaian yang
dilakukan dan saran dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi kajian penelitian-

penelitian berikutnya.



BABV
PENUTUP
A.Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian mengenai praktik akad murabahah pada
pembiayaan barang konsumtif di KSPPS BTM Pekalongan Kantor Cabang

Taun serta andlisis terhadap Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000

tentang Murabahah, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Implementasi akad murabahah pada pembiayaan barang konsumtif di KSPPS
BTM Pekalongan Kantor Cabang Talun dilaksanakan melalui dua
mekanisme, yaitu murabahah murni dan murabahah bil-wakalah. Pada
murabahah murniy KSPPS terlebih dahulu melakukan pembelian barang
kepada supplier, menerima barang tersebut, kemudian melaksanakan akad
murabahah dan serah terima dengan anggotas Mekanisme tersebut
menunjukkan bahwa KSPPS telah memperoleh barang sebelum menjualnya
kepada anggota sehingga lebih sesuai dengan karakteristik akad murabahah
dan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000.

Murabahah bil-wakalah, KSPPS memberikan kuasa kepada anggota
untuk _mencari_dan membeli barang yang dibutuhkan. Anggota kemudian
menyerahkan nota atau kuitansi pembelian kepada KSPPS sebagai bukti
bahwa barang telah dibeli sesuai dengan pengajuan pembiayaan. Penggunaan
akad wakalah dalam rangkaian murabahah pada dasarnya dapat dilakukan,
karena wakalah berfungsi sebagai pemberian kuasa kepada anggota untuk
mel akukan pembelian barang untuk kepentingan K SPPS. Permasal ahan yang
ditemukan dalam penelitian bukan terletak pada keberadaan akad wakalah,
melainkan pada urutan pelaksanaan akad. Hasil penelitian menunjukkan
adanya praktik penandatanganan akad dan pereaisasian pembiayaan dalam
satu waktu, sedangkan pembelian barang dilakukan setelah anggota
menerima dana pembiayaan.

Berdasarkan  ketentuan Fatwa DSN-MUI  Nomor 04/DSN-
MUI/1V/2000, apabila pembelian barang dikuasakan kepada nasabah, akad
murabahah dilaksanakan setel ah barang secaraprinsip menjadi milik lembaga

90
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keuangan. Oleh karena itu, praktik murabahah bil-wakalah di KSPPS BTM
Pekal ongan Kantor Cabang Tal un belum sepenuhnyasesuai dengan ketentuan
tersebut apabila akad murabahah telah dilaksanakan sebelum barang secara
prinsip menjadi milik KSPPS. Dengan demikian, implementasi murabahah
pada pembiayaan barang konsumtif di KSPPS BTM Pekalongan Kantor
Cabang Talun dapat dinilai telah sesuai pada mekanisme murabahah murni,
sedangkan pada murabahah bil-wakalah masih diperlukan perbaikan
terutama mengenai urutan akad dan kepemilikan barang.

. Akibat hukum penerapan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000
terhadap para pihak berkaitan dengan hak dan kewajiban KSPPS serta
anggota dalam pelaksanaan akad murabahah. KSPPS sebagai penjual
memiliki hak menerima pembayaran sesuai harga jual yang telah disepakati
dan berkewagjiban memastikan tersedianya serta terpenuhinya ketentuan
mengenai objek murabahah. Dalam penggunaan wakaah, KSPPS tetap
memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa barang yang dibeli
melalui anggota sebagai wakil telah menjadi milik KSPPS secara prinsip
sebelum dilakukan akad murabahah. Apebila tahapan tersebut belum
terpenuhi, KSPPS berkewajiban memperbaiki mekanisme pelaksanaan
murabahah bil-wakalah agar sesuai dengan ketentuan syariah.

Pelaksanaan akad murabahah 'menimbulkan hak untuk memperoleh
barang sesua dengan spesifikasi yang tel ah disepakati serta kewajiban untuk
membayar hargajual secaraangsuran bagi anggota. K etika anggota bertindak
sebaga wakil KSPPS, anggota juga berkewajiban menggunakan kuasa sesuai
dengan tujuan pembiayaan, membeli barang sesuai dengan jenis dan
spesifikas yang disepakati, serta menyerahkan bukti pembelian kepada
KSPPS. Apabila anggota menggunakan dana tidak sesual dengan tujuan
pembiayaan atau tidak memenuhi kewagjiban yang telah disepakati, keadaan
tersebut  dapat menimbulkan  konsekuensi  berupa  kewagjiban
mempertanggungjawabkan penggunaan dana dan dapat menjadi persoalan
wanprestasi apabila memenuhi unsur-unsurnya.
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Keabsahan akad dalam penelitian penelitian ini, tidak menyimpulkan
bahwa seluruh akad murabahah di KSPPS BTM Pekal ongan Kantor Cabang
Talun menjadi batal. Permasalahan harus dilihat berdasarkan mekanisme
transaks masing-masing. Murabahah murni memiliki tahapan pengadaan dan
kepemilikan barang yang lebih jelas. Permasalahan terutama terdapat pada
murabahah bil-wakalah apabila terbukti akad murabahah telah dilaksanakan
sebelum barang secara prinsip menjadi milik KSPPS. Oleh karenaitu, akibat
hukum yang paling utama dari temuan penelitian ini adalah perlunya
perbaikan mekanisme pelaksanaan akad agar kedudukan KSPPS sebagai
penjual dan anggota sebagal pembelt dalam akad murabahah dapat terlaksana
sesuai dengan prinsip murabahah.

B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan
beberapa saran sebagai berikut.

1. Bagi KSPPS BTM Pekalongan Kantor Cabang Talun, pelaksanaan
pembiayaan murabahah bil-wakalah perlu dilakukan dengan memperjelas
urutan antara aked wakalah dan akad murabahah. Akad wakalah sebaiknya
dilaksanakan terlebih dahulu sebagai dasar pemberian kuasa kepada anggota
untuk membeli barang aias nama dan untuk kepentingan KSPPS. Setelah
barang dibeli, anggoia menyerahkan bukti pembelian kepada KSPPS dan
KSPPS memastikan bahwa barang, tersebut telah menjadi miliknya secara
prinsip. Setelah tahapan tersebut terpenuhi, akad murabahah antara KSPPS
dan anggota baru dilaksanakan. Mekanisme tersebut diperlukan agar
pelaksanaan murabahah bil-wakalah lebih sesuai dengan ketentuan Fatwa
DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000.

2. KSPPS BTM Pekaongan Kantor Cabang Talun perlu memperjelas
dokumentasi dalam setiap transaksi murabahah bil-wakalah. Nota atau
kuitansi pembelian tidak hanya digunakan sebagai bukti bahwa anggotatelah
membeli barang, tetapi juga perlu didukung dengan keelasan mengenal
waktu pembelian, pihak yang melakukan pembelian, atas nama sigpa barang
dibeli, serta waktu barang secara prinsip menjadi milik KSPPS. Kejelasan
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dokumentasi tersebut dapat membantu memastikan bahwa tahapan wakalah
dan murabahah tidak tercampur serta dapat menjadi bentuk pengawasan
terhadap pelaksanaan akad.

. Bagi anggota atau nasabah, dalam pelaksanaan murabahah bil-wakalah
hendaknya menggunakan dana pembiayaan sesual dengan tujuan yang telah
disepakati dalam akad. Anggota yang bertindak sebagai wakil KSPPS harus
membeli barang sesuai dengan jenis, spesifikasi, dan nilai yang telah disetujui
serta menyerahkan bukti pembelian kepada KSPPS. Hal tersebut penting
untuk menjaga amanah dalam pelaksanaan akad wakalah dan memastikan
bahwa pembiayaan digunakan sesual dengan tujuan yang telah ditentukan.

. KSPPS BTM Pekalongan Kantor Cabang Talun perlu meningkatkan
pemahaman dan pengawasan terhadap penerapan prinsip syariah dalam
pembiayaan murabahah, khususnya bagi pihak yang terlibat langsung dalam
proses pembiayaan. Pengawasan tidak hanya berorientasi pada kelancaran
pembayaran ‘angsuran, tetapi juga pada terpenuhinya substansi akad
murabahah, terutama mengena objek barang, kepemilikan barang, urutan
akad, dan kedudukan para pihak.

. Bagi_peneliti selanjutnya, penelitian mengena murabahah bil-wakalah dapat
dikembangkan dengan objek dan |okasi. penelitian yang lebih luas. Penelitian
selanjutnya juga dapat mengkaji lebih mendalam mengena pembuktian
kepemilikan secara prinsip, dokumen akad wakalah dan murabahah, serta
penerapan prosedur operasional lembaga dalam memastikan bahwa barang
telah menjadi milik lembaga sebelum akad murabahah dilaksanakan.
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